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MOTO 

 

“Take it easy, one step at the time, while your eyes stare at your goal patiently. 

One day, you’ll reach it.” 

 

“We can’t change what’s done, we can only move on”. (Arthur Morgan) 

 

 

"Only I can call my dream stupid!". (Roronoa Zoro) 
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RINGKASAN 

 

Muhammad Irsan Abdillah. Juni 2023. PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN 

NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (LESE MAJESTE) TERHADAP 

PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN 

HUKUM INDONESIA, THAILAND, DAN TURKI). Skripsi, Program Sarjana 

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 

halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 

Kritik dan protes masyarakat atas kinerja lembaga negara yang tidak kompeten 

adalah suatu kewajaran. Reaksi-reaksi ini merupakan bentuk dari partisipasi 

masyarakat dalam demokrasi yang dimaksudkan sebagai kontrol masyarakat atas 

lembaga negara agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi. Hal ini dijamin oleh 

Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menegaskan perlindungan atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pikiran. Namun hal ini terancam dengan kehadiran hukum lese 

majeste yang termuat dalam pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Lese Majeste pada 

dasarnya digunakan sebagai sarana untuk mengadili orang yang mengutarakan 

kebencian ataupun kritik kepada pemerintahan. Dalam beberapa negara, lese 

majeste dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius dan dapat mengancam 

kebebasan berekspresi. Hal ini terjadi karena lese majeste biasanya diatur 

sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan kritik atau menyatakan pendapat 

yang dianggap tidak menyenangkan terhadap kerajaan atau penguasa negara dapat 

dianggap melanggar hukum. Akibatnya, penerapan lese majeste dapat mengekang 

kebebasan berekspresi dan membatasi diskusi terbuka tentang isu-isu politik, 

sosial, dan budaya. Selain itu, lese majeste juga dapat digunakan oleh penguasa 

untuk menekan oposisi atau kritik terhadap kebijakan mereka, yang dapat 

merugikan HAM dan kebebasan sipil. Negara Thailand dan Turki masih 

menggunakan lese majeste sebagai sarana untuk melindungi 'kehormatan' dan 

'reputasi' penguasa mereka. Sehingga dua negara tersebut menjadi objek 

perbandingan hukum tata negara dalam penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa problematika kelembagaan 

negara dari norma penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau lembaga 

negara ditinjau dari studi perbandingan hukum Indonesia, Thailand, dan Turki? 

dan bagaimana seharusnya kedudukan lembaga negara dalam negara hukum yang 

demokratis? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law 

in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan 

tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative 



 
 

xi 
 

approach). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis semua undang-undang 

dan peraturan yang relevan terhadap masalah hukum yang sedang dibahas. 

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memeriksa konsep hukum yang terkait 

dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan komparatif 

dilakukan dengan membandingkan konsepsi intelektual di balik institusi hukum 

utama dari satu atau beberapa sistem hukum asing. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

 

1. Berdasarkan perbandingan mengenai hukum norma penghinaan (lese majeste) 

di Indonesia, Thailand danTurki, dapat disimpulkan bahwa alasan untuk 

keberadaan norma ini di Thailand dapat dibenarkan karena negara tersebut 

memiliki sistem monarki konstitusional. Raja di Thailand hanya memiliki 

peran sebagai kepala negara simbolis dan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam pemerintahan. Di sisi lain, penerapan norma penghinaan 

dalam negara republik presidensial seperti Turki memiliki konsekuensi yang 

problematis. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuasaan yang besar di tangan 

presiden yang berpotensi disalahgunakan. Keberadaan norma penghinaan 

(lese majeste) dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan 

tersebut. Lebih jauh lagi, norma ini juga memberikan perlindungan terhadap 

lembaga-lembaga negara lainnya. Akibatnya, perlindungan yang diberikan 

pada institusi negara ini dapat membatasi kebebasan berekspresi warga 

negara, karena seringkali norma ini digunakan sebagai alat untuk 

mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pemerintah. Hal yang serupa juga 

dapat terjadi di Indonesia, yang memiliki kesamaan dengan Turki baik dalam 

bentuk negara maupun norma penghinaannya (lese majeste). 

Norma penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau lembaga negara 

yang tercantum dalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki beberapa 

permasalahan. Pertama, undang-undang ini tidak mempertimbangkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 

134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018-

022/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Mahkamah Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, 

perancang undang-undang tidak mempertimbangkan latar belakang norma 

penghinaan (lese majeste) yang berasal dari sistem negara monarki dengan 

kondisi Indonesia berbentuk republik presidensial. Ketiga, norma penghinaan 

(lese majeste) menjadikan presiden atau lembaga negara sebagai individu 

yang harus dilindungi dari penghinaan karena hal ini terkait dengan 

kehormatan negara. Keempat, penerapan norma ini akan membatasi 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kelima, penerapan norma ini 

akan melanggar hak sipil dan politik warga negara. Sehingga norma 



 
 

xii 
 

penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau lembaga negara di 

Indonesia menyebabkan terjadinya konflik norma karena norma ini 

bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang termuat 

dalam UUD 1945 dan kekaburan norma (vague norm) karena menyebabkan 

ketidakjelasan kedudukan pemerintah atau lembaga negara. 

2. Kedudukan pemerintah atau lembaga negara yang seharusnya dalam negara 

hukum yang demokratis meliputi beberapa poin. Pertama, mereka harus 

mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

dan penyelenggaraan negara. Kedua, pemerintah atau lembaga negara harus 

memisahkan kedudukan pribadi pejabat dari jabatan yang mereka emban. 

Ketiga, perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara harus menjadi 

prioritas utama pemerintah atau lembaga negara. Terakhir, pemerintah atau 

lembaga negara harus bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Oleh karena itu, norma penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau 

lembaga negara tidak relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan 

bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. 
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Muhammad Irsan Abdillah. Juni 2023. PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN 

NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (LESE MAJESTE) TERHADAP 

PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN 

HUKUM INDONESIA, THAILAND, DAN TURKI). Skripsi, Program Sarjana 

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 

halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 

ABSTRAK 

Kehadiran hukum lese majeste dalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hukum Lese Majeste pada 

dasarnya digunakan sebagai sarana untuk mengadili orang yang mengutarakan 

kebencian ataupun kritik kepada pemerintahan. Akibatnya, penerapan lese majeste 

dapat mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi diskusi terbuka tentang 

isu-isu politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lese majeste juga dapat digunakan 

oleh penguasa untuk menekan oposisi atau kritik terhadap kebijakan mereka, yang 

dapat merugikan HAM dan kebebasan sipil. Adapun rumusan masalah dalam 

penulisan skripsi ini adalah: Apa problematika kelembagaan negara dari norma 

penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau lembaga negara ditinjau dari 

studi perbandingan hukum Indonesia, Thailand, dan Turki? dan Bagaimana 

seharusnya kedudukan lembaga negara dalam negara hukum yang demokratis? 

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, penulis menggunakan 

penelitian normatif ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-

undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini menekankan pada 

pengkajian dan penelusuran bahan hukum terhadap akibat dari adanya pasal 240 

dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana terhadap kedudukan pemerintah atau lembaga negara. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, berdasarkan perbandingan hukum 

norma penghinaan (lese majeste) terhadap pemerintah atau lembaga negara di 

Indonesia, Thailand, dan Turki didapati bahwa norma penghinaan (lese majeste) 

lebih cocok pada negara monarki ketimbang republik presidensial. Pasal 240 dan 

241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menyebabkan terjadinya kekaburan norma (vague norm) dan 

konflik norma karena menyebabkan ketidakjelasan kedudukan pemerintah atau 

lembaga negara dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis 

dalam UUD 1945. Kedua, kedudukan pemerintah atau lembaga negara dalam 

negara hukum yang demokratis adalah mencerminkan pengakuan terhadap 

partisipasi masyarakat, pemisahan kedudukan pribadi dan jabatan, prioritas 

perlindungan HAM, serta tindakan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. 

 

Kata kunci (keyword): Lese Majeste, Pemerintah, Lembaga Negara, Jabatan 

Publik, Hak Asasi Manusia. 
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